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ABSTRAK 

Perkawinan adalah suatu peristiwa bahagia dan sebuah  hubungan permanen antara 

dua orang yang diakui sah oleh agama dan negara yang berdasarkan atas 

peraturan perkawinan yang berlaku. Penelitian ini mengeksplorasi perbedaan prinsip 

mengenai perceraian sebuah perkawinan yang sah menurut hukum Agama Katolik 

dan hukum sipil. Perkawinan dalam hukum gereja Katolik bersifat kekal dan tidak 

ada prinsip perceraian. Sedangkan hukum sipil membolehkan adanya perceraian. 

Perkawinan Katolik yang sah menurut hukum Gereja Katolik namun diceraikan oleh 

hakim Pengadilan Negeri telah menimbulkan konflik norma dan ketidak utuhan 

dalam menjalankan putusan tersebut. Penelitian ini bertujuan untuk mengkaji 

kekuatan eksekutorial dan tantangan yang dihadapi pasangan Katolik yang diputus 

cerai oleh pengadilan negeri. Pendekatan penelitian dilakukan menggunakan 

pendekatan undang-undang, pendekatan konseptual dan bahan hukum yang 

digunakan terdiri dari bahan hukum primer dan sekunder. Teknik pengumpulan bahan 

hukum dilakukan dengan menyeleksi peraturan perundangan dan buku-buku terkait. 

Dapat disimpulkan bahwa perkawinan yang sah berdasar hukum positif karena 

melibatkan hukum agama dapat diakui dan dijalankan sesuai norma hukum negara 

dan norma agama, akan tetapi tidak berlaku bagi klausul perceraian dalam UU 

Perkawinan tersebut. Kekuatan Eksekutorial Putusan Cerai Pengadilan Negeri 

Terhadap Perkawinan Katolik merupakan putusan yang wajib dipatuhi dan ditaati. 

Apabila salah satu pihak yang diputus dalam perkara tersebut tidak mematuhi maka 

dapat dimintakan alat bantu kepada negara. Namun Terdapat problemtika baru yang 

lahir/timbul pasca putusan cerai Pengadilan Negeri terhadap pasangan perkawinan 

Katolik dimana bila tidak mendapatkan putusan anulasi atau pembatalan perkawinan 

dari Tribunal, maka perceraian tersebut secara Agama Katolik dianggap tidak pernah 

terjadi. Hal ini berpengaruh pada proses selanjutnya, yaitu bila salah satu hendak 

menikah dengan tata cara Gereja Katolik maka tidak dapat dilakukan. Sehingga perlu 

adanya pembaruan hukum agar terdapat kepastian hukum dalam menjalankan 

eksekusi putusan perceraian oleh pengadilan negeri terhadap perkawinan Katolik.  

Kata kunci : Perkawinan, Perceraian, Hukum Gereja. 
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ABSTRACT 

Marriage is a happy event and a permanent relationship between two people 

that is recognized as valid by society based on applicable marriage regulations.  This 

research explores the differences in principles regarding the divorce of a valid 

marriage according to Catholic religious law and civil law.  Marriage in Catholic 

religious law is eternal and there is no principle of divorce.  Meanwhile, civil law 

allows divorce.  Catholic marriages that are legal according to Catholic Church law 

but are divorced by District Court judges have created conflicting norms and 

incompleteness in implementing the court ruling.  This research aims to examine the 

executive powers and challenges faced by Catholic couples who have been divorced 

by the district court.  The research approach was carried out using a statutory 

approach, a conceptual approach and the legal materials used consisted of primary 

and secondary legal materials.  The technique for collecting legal materials is carried 

out by selecting statutory regulations and related books.  It can be concluded that a 

valid marriage based on positive law because it involves religious law that can be 

recognized and carried out in accordance with state legal norms and religious norms, 

but this does not apply to the divorce clause in the Marriage Law. The Executorial 

Power of the District Court Divorce Decision on Catholic Marriages is a decision 

that must be obeyed. If one of the parties decided in the case does not comply, then 

the state can request assistance. However, there is a new problem that was born/arises 

after the District Court's divorce decision against a Catholic married couple, where 

if they do not get a decision to annulate or annul the marriage from the Tribunal, then 

according to the Catholic religion, the divorce is considered to have never occurred. 

This affects the next process, namely if one of them wants to get married according 

to the procedures of the Catholic Church then this cannot be done. So there is a need 

for legal reform so that there is legal certainty in carrying out the execution of divorce 

decisions by district courts regarding Catholic marriages. 

 

Keywords: Marriage, Divorce, Church Law. 
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